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BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 71 TAHUN 2010

TENTANG
TATA NASKAH DINAS

DI LINGKIUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGCR

Menimbang

Mengingat

BUPATI BOGOR,

babwa dalvin rangka tertily administrasi penyelenggaraan
pemerintahin dacrali, perlu peny=ragaman tata naskah dinas
di lingkungan Pemurintah Kabupalen Bogor:

bahwa berdasarkan kelentuan pasal 78 ayat {1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata
Naskah Dinas di  Lingkungan  Pemerintah  Daerah,
PenyelengJaraan naskah dinas di lingkungan pemerintah
provinsi dan kaibupaten/kota ciatur lebih lanjut dengan
peraturan gubernur dan peraturar bupati/walikota:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana agimaksud
dalam huruf a dan huruf b, pzrlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bogor;

. Undauy Jndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Berith Megara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
4 Tahun 1968 tentang pembenlukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten
dalam Lingkungan I'ropinsi Djawa Barat {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indongsia Nomor 2851);

2. Undang-Undang.........
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2, Undang-Undang Nomoar 10 Tahun 004 tensang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (' 2rabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor %3, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomar
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Dazrah  (Lembaran Negara
Republik Inconesia Tahun 2003 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 4844);

4, Undang Undang Nomar 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Momor 166, Tambahin Lembaran Negara Republik Indonesia
=t Nomor 4916);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang
Lambang Negari (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesiiy Nomer 176);

&. Peraturan  Pemonntnh Nomor 13 Tahun 1958  tentang
Perggunaar Lambang Megara (embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 971, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Tndoncsia Nomor 1636);

7. Peraturan Femenntah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan  abupatea/Kota (Lembaran
Neqara Pepublik Indonesia Tahu 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Repualilik Indor:sia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemenntah Nemor 41 Tahun 2007 lentang
Organisasi Perangkal Daerah (iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomc ~ 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Nego-i Norior 54 Tahun 2009

tenzang Tata Naskah Dinas di Linckungan Pemerintah Daerah;
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 1995,
) tentang Lambang Daerah Tingkat II Bogor,

S 11.Peraturan Daeral, kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008
’ tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahian Davial (Lembaran Daerah Kabupaton Bogor

Tahun 2008 Nomor 7);

I 12. Peraturan.........



12.Peraturan Daerah Kabupaten Bojor Nomor 9 Tahun 2008

3.

15

16;

17,

18

20

21.

22,

23,

tentang Susunan dan Kedudulkan Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008
MNomor 23;

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008
tentang  Pembentukon  Dinas Daerah  (Lembaran Daerah
l\abupaten Bagor Tahun 2008 Nomor 11):

.Peraturan Daeral Kabipaten Bogor Momar 12 Tahun 2008

lentang Pembenlukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Noemor 125:

.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2008

tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas
B (Lembaran Daerah Kabupaten Bogcr Tahur 2008 Nomor
13);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pembentukan Rumah Sa'it Umum Daerah Cibinong

Kelas B (lLembaran Daerah Kabupaten Bogor Takun 2008
Nemar 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Momor 23 Tahun 2008
tentang Pembentukan Badan Pe-izinan Terpadu (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 23):

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Korja Kecamatan (Lembaran
Daere"- abupaten Bogor Tahun 2108 Nomor 24);

LPeraturnn Daerah Kabupaten Booaor Nemor 25 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2708 Nomor 25);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010
tentang  Pembentukan Badan  Penanggulangan Bencana
Daerah (Lembaran Daerah Kabupiaten Bogor Tahun 2010
Nomor 2, Tamhahan Lembaran Dierah Nemor 42);

Peraturan Daerah Kabupaten Becgor Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengeurus Korps
Pegawai Ruepublik Tndonesia Kabupaten Bogor (Lembaran
Faceah Kabopaten Bogor Tabun 2010 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Dazralh Nomaor 43);

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nemor 9 Tahun 2010
tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahnn 2010 Noror 9);

Feraturan Daerah Kobupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pembentukan Sekretarial Dewan Perwakilan Rakyat
Lacrah (Tembaran Saeraly Kabupaten Bogor Tahon 2010
Momor L)

MEMUTUSKAN.........
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MEMUTUSKAN :

. PERATURAN BUPATI VENTANG TATA NASKAH DINAS DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  KABUPATEN
BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Ll Peratunan Bupali n, yang dimakesuel der gan:
1 Pemerintahan Daerah adalah 2enyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemermtah Dacraly dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas oton :mi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip MNegara Kesatuan Republik [ndonesia sebagaimana
dimaksud dalam Urdang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor
sehagai unsur penyelenggara pemearintahan daerah.

3 Bupati adalah Bupati Bogor.
4 Wakil Bunati adalah Wakil Bupati Eogor.

5 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Bogar.

& Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari
Sekretariat Daerzh, Sekretarial DPRD, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga
lain.

7 Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kahupaten Bogor.

& Satian Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor selanjutnya
disebut SKPD Kabupaten Bogor adalah Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.

g Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur
pelaksana teknis operasional Dinas atau Badan untuk
melaksanaki n sebagian urusan Dinas atau Badan.

10. Tata Maskzh Dinas adalah pengelolaan infarmasi tertulis yang
meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan,
‘pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta
media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
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11, Maskah dinas.........

Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat
komunikasi kedinasan yang dibuat aan atau dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.

Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak

dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap
dinas.

Stempel/Cap Dinas adalah tanda iden itas dar suatu jabatan
atau SKPD.

Kop Maskan Dinas adalah kop surat yang menunjukan
jabatan atau nanu SKPD tertentu yang diternpatkan dibagian
atas kertus,

Kop Sampul Naskah Dinas adalal kop surat yang menunjukan

jabatan atau nama SKPD Lertentu yang ditempatkan dibagian
atas sampul naskal.

L Kewenanaan adalaly kekuasaar yong melekat pada suatu

jabatan.

© Delegaa adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jowab

dari pejabat kepada pejabat atan pjabat dihawahnya.

Mandat adalah pelimpahan wowenang yang ciberikan oleh
atasan kepada bowahan untuk  melakukan  suatu tugas
Lertenl s s yang memberi mandat.

penandatanganan Naskah Dings adalah hal, kewajiban dan
tanggungawab  yang  ada  pada  seorang pejabat untuk
menancdatangan naskah dinas osuai dengan tugas dan
kewenangan pado jabatannya.

peraturan Dacral adalah naskah dinas dalam bentuk dan
cysunan praduk hu'sum, yang beisifat pengaturan ditetapkan
oleh kepala dactah setelab muondapat perselujuan bersama
Dewan Perwakila1 Rakyat Drerah untuk mengatur urusan
atonami daerah dan tugas pen bantuan.

Peraluran Bupali adalah nas<ah dinas dalam bentuk dan
susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan
oleh bupati.

peraturan Bersama adalah n: skah dinas dalam bentuk dan

susunan produk wkum yang bersifat pengaturan ditetapkan
oleh dua atau leb h kepala dacrah,

 Keputusan Bupali adalah naskah dinas dalam bentuk dan

susunan produk hukum vyarg bersifat penetapan konkrit,
individual, dan hinal

Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah
dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan.
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25, Surat edaran.........

Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan,
penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu
vang dianggap penting dan mendesak.

Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan,
ertanyaan, permintaan jawaban alau saran dan sebagainya.
sural Keterangan ada'ah naskah dnas yang berisi pernyataan

tertulis oari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan
atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.

surat Perintah adalabh naskah dinas dari atasan vyang
ditujukan kepada Gbawahan yang berisi perintah untuk
melaksanakan pekerjaaan tertentu,

-Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan

terhadap suntu permohonzn yang dikeluarkan oleh pejabat
yang berwenang.

Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan
bersama antara dua belah pihak atau lebih  untuk
melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah
disepakati bersama.

Surat Perintan Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang
dituiukan  kepada hawahan vyang berisi perintah  untuk
melaksarakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Surel Permtch Vel Binas acdalah naskah dinas dari
pejabal yang  betwenang kepada bawahan  atau  pejabat
tertentu untuk melaksanakan perinlanan dinas.

Surat  Koase  adalah naskah  dinas  dari pejabat  yang
berwenang kepaca bowahan Derisi pemberian wewenang
dengan alas namanya untuk nelakukan suatu  tindakan
tertentu dalom rae ki kedinasan.,

Sural Undangan adalah naskaly «inas dari pejabat yang
berwenang herisi undangan kepada pejabat/pegawail yang
lersabut pucta alamal Lujuan unlak menghadini suala acara
kedinasan.

Surat Keterangan melaksanakan tugas acalah naskah dinas
dari pejabat yang berwenang  berisi pernyataan bahwa
seorang pegawai lelah menjalankan tugas.

Surat Panggilan adhlah naskalr dines dari pejabat yang
berwenang berisi panggilan kepada s:orang pegawai untuk
menghadap.

Nota Dinas acdalah naskah dinas yang bersifat internal berisi
komunikasi kedine n antar pejabat  atau dari atasan kepada
bawahan lan dari bawahan kepada atasan.

38, MNota pengajuan.........
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40,

42,

43.

44,

45.
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Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas
untuk menyampaikar konsep naskah dinas kepada atasan.

Lembar Disposisi adalah naskat dinas dari pejabat yang
berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.

Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada
atasan antaia lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan
saran-saran secara sistematis,

1. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang

berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.

Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan
yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang
pelaksanaan tugas kedinasan,

Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat vyang

berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu
hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah
barang yang berfungsi sebagai tanda terima.

Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang
berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi
elektronik. '

. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk

mengundangkan Peraturan Daerah.

Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan
Peraturan Bupati.

18, Berita Acara adalah naskah dinas yang bevisi keterangan atas

sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.

Motulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses
sidang atau rapat.

Memo adalah naskah dinas dar pejabat yang berwenang
baris| catata” tertentu.

Daftar Had: adzla naskab dinzs dari pejabat benwenang
b DR s RO T 0TS Rl I sa S e0rany.

Qiagam awzlah ~as.ah dinas dei pejacat yang benvenang
basia pEeaspes I ziEs bty w2 lelak diapar atau

Suret Tards “amat Senaniikan dan Pelatihan disingkay STTPP
adalah naskaly ¢hinas vang mgrupakan tanda buktl seseorang
telah lubas pendidikan dan pelatihzan tecstentu.
Sertitikat adalaly naskah dinas yang merupakan tanda bukti
sesen ... toelah mengikall keglatan e tentu.

55, Perubabhan........



a5 Perubahan adalali noerubah atau menyisinkan suatu naskah
dinas.

o0 Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu
naskah dinas sejak dielapkan percabutan tersebut,

=

57 Pembatalan adalah pernyataan baohwa suatu naskah dinas
dianggap tid ik pern b dikeluarkan

BAB 11
TATA NASKAH DINAS
Pasal 2

Tata Naskah Dinas berdasarkan pada asas:
a o efisien dan cleklif:

B pembakoon;

o akuntabilitas;

eb keelerlnaiang

e Rewepatan dan kelvpatong din

f keamanan.

Pasal 3

(1) Asas efisien dan cfektif sebagaimana dimcksud dalam Pasal 2
hu-uf a, dilakukan melalu penyederhanaan dalam penulisan,
penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi

infarmasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang
baik, benar dan ligas.

(2) Asas pembzkuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

b, dilakukan molalu tata cari dan bentuk yang telah
dibakukan,

(3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimak:ud dalam Pasal 2
huruf ¢, yaltu penyelenggarazy tata naskah dinas harus
dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur,
kewenangan, keabsahan dan do:umentasi.

(4) Asas keter«aitan sebagaimana cimaksud dalam Pasal 2 huruf
d, wailu leta naskah d.aaas coiselengge rakan dalam satu
kesatuan zistem.

(5} Asas kecepatan d&a ketepatan sebagiimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan
tepat waktu dan tepat sasaran.

(6] Asas keamanan zebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf

f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman
soearn fisik dan subskanes.
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Pasal 4
Penyelenggaraan Naskah Dinas berdasarkan p-insip :
ketelitian;
kejelasan;

b.
=
d

(3)

Y

(4)

t.'h\
=

singkat dan padat;dan
logis dan meyakinkan;

Pasal 5 .

Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk,
susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan
penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.

Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek
fisik dan materi dengan menjutamakan metode yang
cepat dan tepat.

Prinsip singkat an padat sebugaimana dimaksud dalam
Pasal 4 hurul «, disclenggaralkan dengan menggunakan
bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Prinsip logis dan mueyakinkan sebagaimana dimaksurd dalam
Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan
meyakinkan serta struktur kalima: harus lengkap dan efektif.

Pasal 6

Penyelenggaraan Naskah Dinas terdiri dari:

o

pengelolaan surat masuk;
pengelolaan surat keluar;
tingkat keamanan;
kecepatan proses;
penggunaan kertas surat,

pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran;
dan

warna dan kualitas kertas,

Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
huruf a, Gausukan melalui:

s

Instansi penorima menindaklanjut: surat yang ditenma melalui
tahapan: !

1. diagenda.........
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|, diagenca dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta
didist-" sikan ke unit pengelola;

2. unit pengelola menindaklanjuti :esuai dengan klasifikasi
surat dan arahan pimpinan; dan

3. surat masuvk diarsipkan pada unit'lata usaha.

copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan

kepada yang berhak,

alur surat menyural disclenggarakar. melalui mekanisme dari

tingkat pimpinan terdnggi hingga ke pejabat struktural
terendah yang berwenang.

Pasal 8

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b, ditakukan melalui tahapan:

ek

konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan
terkoordinasi  sesual tugas dan kewenangannya dan
diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam
rangka pengzndalian;

curat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata
usaha pada masing-riasing satuan kerja perangkat daerah;
surat keluar sebagaimana dimaxsud pada huruf D wajib
segera dikirim; dan

curat keluar diarsipkan pada unit tata usaha,

Pasal 9

Tingkat keamanan sebagamana dimaksud dalam Pasal & huruf ¢,
dilakukan dengan mens antumkan kod: pada sampul naskah dinas
sebagal berikut:

a.

surat sangat rabosin disingkat =R, merupakat sural yang

materi dan sifatiya memiliki tingkat keaimanan yanj tingagi,

ernt hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan

keselamatan negin,

surat rahasia disingkal R, merupakan surat yang materi dan

sifatnya meriliki tingkat keamz~an tinggi yang herdampak

kepada kerugian nigara, disintec si bangsa.

surat penting disngkat P, merupakan surat yang tingkat

keomainan i sural perh mendapaol perhatian penerima surat,
d. su-at kanfidensial.........



|l

d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi
dan sifathya memiliki tingkat keamanan sedang yang

berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan
pembangunan,

e surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan

sifatnya biasa namun tidak dapat isampaikan kepada yang
tidak berhak.

Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d,
sebagai berikut:

a. amat segera/kilat, d2ngan batas waktu 24 jam setelah surat
diterima;

b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat
diterirna;

c. penting, dengan batas waktu 2 i« 24 jom setelah surat
diterima; dan

d. biasa, dengan batas waktu maksirnum 5 hari kerja setelah
surat diterima.

Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf e, sebagai berikut;

3. kertas yang digunzskan untuk naskah dinas adalah HVS 80
gram;

|penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya
terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai
keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;

)

penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas

atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;

c. ukuran kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah
Folio/F47£15 x 330 mm);

e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan

laporan adalan A4 (210 x 297 mm); dan

f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x
215 mm).

[

Pasal 12
Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal & huruf f, sebagai berikut:
a. penggunaan jenis hurul pica;
b. arial 12 atau disesunikan dengan kebutuhan; dan
¢. spasi 1 atau |.5 sesuon kebutuhan,




Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

BAB IIT
MASKAH DIMAS
Bagian Kesatu

Bentuk Dan Susunan

Pasal 14
Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di lingkungan
pemerintah kabupater hogor, terdiri dari:
d.  peraluran dacrah;
peraturan bupati
peraturan bersama bupati; dan
d. keputusan bupati;

Pasal 15

Bentuk dan susunan naskah dinas surat di 'ngkungan pemerintah
daerah kabunatzn bogor, terdiri dari:

a. instruksi;

b. surat edaran; «
€. surat biasa,

d. surat keterangan;
e, surat perintah,

f. suratizin;

g. surat perjanjian;

h, surat perintah tugas;

surat perintah perjalanan dinas;

surat kvnsa;

surat undangan; *

surat keterangan melaksanakan tugas;
m. surat panggilan;

— e

n. nota dinas;
u, nota pengajuan konsep naskah dinas;
p. lembar disposisi;
0. telaahan staf;
I penguimuman,
s. laporan.........
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5, laporan,

t. rekomendasi;

u. surat pengantar; .

v. telegram;

w. lembaran daerah;

x. berita daerah;

y. berita acara;

z. notulen;

aa. memo;

ab. daftar haair;

ac. piagam,

ad. sertifikat; dan

ae. STTPP.

BAB IV
PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN
ATAS NAMA, JNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS,
PELAKSANA HARIAN DAM PENJABAT
pPasal 16

(1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan
wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada
peiabat setindgkat dibawahnyn,

(2) thik Bl sty dinare il b, merupakan o jenin
pelimpahan  woewuenang daum  hubungan nternal  antara
atanan kepada pejahat dua tingkat dibawahnya.

(3) Tanggung jawab sebagaimina dimaksud pada ayat (1) dan
ayat {2) tetap herada peda pejabat yang melimpahkan
wewenang dan pejabal  yang menerima  pelimpahan
wewenang harus mempert;nggung]'awabkan kepada pejabat
yang melimpahkan wewenand.

pasal 17
(1) FPelaksana lugas yang disingkat PIt merupakan pejabat

sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan
wewenang punandatanganan nackah dinas, karena pejabat
definitif belum dilantik.

(2) Plt sebagaimana.........




—,
]
R

1¢

PIt sebagaimana d'ieksud vada avat (1) diangkat dengan

keputusan kepala SKPD atau Keputusan Bupati dan berlaku
paling lama 1 (satu) tahun,

Plt sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab
atas naskah dinas yang dilakukannya.

Pasal 18

sEE

- - ~

T2 TeZEE CATET LETD SETEINAYT T omppusakan
pejabat semientara pada jabatan tertentu yang mendapat
pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas,
karena pejabat definitif berhalangan sementara.

Plh sebagaimana dimaksud pads ayat (1) diangkat dengan
keputusan kepala SKPD atau keputusan bupati dan berlaku
paling lama 3 (tiga) bulan.

Plh sebagaimana dimaksi d pada ayat (1)
mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas
yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

Pasal 19

Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat semencara
untuk jabatan Bupati.

Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas
pemerintaban  pada daerah tertentu sampai  dengan
pelantikan pejabat definitif.

BAB V
PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN,

PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS
Bagian Kesatu
Paraf
Pasal 20

Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu
diparaf.

Naskah dinas dalam bentuk din susunan produk hukum
sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap
lembar.

Paraf sebogaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.

(4) Paraf.........



(5)

et
pu—

2)
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(2)
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Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan tande tangan singkat sebagai  bentuk
pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi
dan pengetikan naskah dinas.

Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a, paraf hirarki; dan

b. paraf koordinasi.

Bagian Kedua
Penulisan Nama
Pasal 21

Penulisan nama Bup~ti, Wakil Bupati pada naskah dinas:

a. gdalam Centux dzn susumar produk hukum  tidak
mengaunakan gelar; dan

b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.

Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1)

menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat.

Dalam pengundangan produk hukum, penulisan pejabat

vang mengundangkan tidak menggunakan gelar dan
pangkat.

Bagian Ketiga

Penandatanganan Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pasal 22

Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan produk hukum ssbagaimana dimaksud dalam Pasal
14 ayat (2) terdiri dari.

a  peraturan daerah;

b, peraturan bupati;

c. peraturan bersama bupati; dan

d.  Kepulusan bupali;

Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
susunan surat sebagaimana dim: ksud dalam Pasal 15 terdiri
dari;

a,  instruksi;

b, surat edaran:

c.  surat biasa;

d. surat keterangan,
e sural perintaly;

f.  suratizin;

g. surat perjanjian.........



(1)

(2)

T

g surat pe-janpan:

h.  surat perintah tuagas;

| sulat kuasa;

j. surat undangan,

k. surat keterangan melaksanakan tugas;
| surat panggilan:

m. nota dinas

n. lembar disposisi:

pengumuman;

o

p. laporan;

q. rekomendasi:
r. telzgram;

s berita acara;
. memo:

u.  pilagam;

v.  sertifikat; dan
w. STTPP,

Pasal 23

Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang
pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada SKPD yang
membidangi pelayanan perizinan terpadu.

Penyelenggaraan perizinan sel.agaimana dimaksud pada
ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab
SKPD yang bersangkutan.

Pasal 24

Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk
dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
terdiri dari:

surat biasa;

surat keterangan;

surat perintah;

surat izin;

surat perintah tugas;

surat keterargan melaksanakan tugas;
nota dinas;

lembar disposisi;

telaahan staf;

B« B S = 2 )

- @

j. laporan.........
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laporan;
rekomendasi; dan
memo.

{2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah
dinas meliputi:

d,

dalam bentuk dan svsunan produk hukum keputusan;
dan

dalam bentuk dan susunan  surat sebagaimana
dimaksud dalan Pasal 15 terliri atas:

1. surat edaran;
surat biasa;

surat kelerangan:
surat perintah;

surat izin:

O s W

surat perintaih tugas;

surat keterangan melaksinalian tugas;
8. nota dinns;

9. lemibar disposisi;

i]

10, pengumuman:
11. telegram;

12. berita acara:
13, piagam; dan
14. sertifikat,

Pasal 2&

(1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam
bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 terdiri dari:

0
b
C.
d.
e
f
h.

v

]

stral biasa:
sural keterangan;
surat perintah;
surat i7in;
surat perjanjiar;
surat perintah ugas;
surat perintah perjalanan dinas;
surat kuasa;
surat undangan;
surat keterangan melaksanzkan tugas;
surat pangailan;
I. nota dinas.........



Pasal 26

(3) Asisten menandatangani naskah' dinas dalam bentuk dan
susunan sural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri
dari:

nota dinas;

nota pengajuan konsep naskah dinas;

lembar disposisi;

lelhahan stafl;

laporan;

surat pengantar

notulen; dan

memo.

m oo m

w —

)

(4) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani
naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:

g. surat biasa;

. surat keterangan;

L&)

c. surat perintah:
d. surat perintah tugas;
" e surat perintah perjalanan dinas;
p- f.  surat undangan;
- g. surat panggilan;
. h.  nota dinas;

[ nota pengajuan konsep naskah dinas;
| lapaoran;
k. surat pengantar; dan

" daftar hzdir.

Pasal 27

staf Ahl' menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan
sJdsunan surat sebagaimana dimaksud lalam Pasal 15 terdiri dari:
a4 nota pengajuan konsep naskah diras;

b telaahan staf: dan

c. laporan.

Pasal 28

(1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk
dan susunan sural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
Lerdint darn:

d. sural biasa.........
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surat biasa;

surat kelerangon;

surat perintah;

surat izin;

surat perjanjian,

surat perintah tugas;

surat perintah nerjalanan dinas;
surat kuasa;

surat undangan; v
surat keterangan melaksanakan tugas;
surat panggilan;

nota dinas;

nota pengajuan konsep naskah dinas;
iembar disposisi;

relaahan staf;

pengumuman;

laporan,

rekomendasi;

berita acara,

memao;

daftar hadir;

sertifikat;

piagam; dan

STTP.

Kepala SKPD atas nama Bupati menandatangani naskah
dinas meliputi:

d.

dalam bentuk dan susunan produk hukum

berupa Keputusan Bupati; dan

b, dalam bentuk dan susunan surat s¢:bagaimina dimaksud

dalam Pasal 15 terdiri dari:
1. surat biasa,

surat keterangan;
surat perintah,

surat undangan; dan
sertifikat.

RN

Pasal 2%.........
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Pasal 29

(1) Sekretaris DPRD raunandatangani naskah dinas dalam

(2)

bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 terdiri dari:

a  surat biasa;

b, surat keterangan;

¢, surat perintah;

d. surat izin;

e, surat »erjanjian;

{  surat perintah tugas,

g sural perintah perjalanan dinas;
h  surat kuasa,

I surat undangan;

| surat keterangan melaksanakan tuoas;
k. surat panggilan;

nota dinas;

m neta pengajuan bonsep naskah dinas;
lempar disposisi;

telaahan staf;

pengumuman;

laporan;

rekamendasi;

berita acara;

mema; dan

u, daftar hadir.

e = I = i = i =

Sekretaris DPRD atas nama Bupali menandatangan naskah
dinas meliputi:
2. bentuk dan susunan produk hukum Keputusan, dan

b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:

1. sural biasa;
2. surat keterangan; dan
3. surat perintah.

Pasal 30

Kepala UPT Dinas/Badan menandatangani naskal dinas
dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 terdiri dari:

a. surat biasa.........




dral bt

L sl prerilali;

G sl recjangiane

fbnial peetintaly foepae;

e sural perintah perpalanan dinees;

f.  sural kuasa;
g surat undangan;
h. surat keterangan melaksanakan tugas;
I, surat panggilan;
J. nota dinas;
k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
I lembar disposisi;
m. telaahan staf;
n. pengumuman;
laporan;

berita acara;
memo; dan
daftar hadir.

o)
p. rekomendasi;
q
;

Ery]

(2) Kepala UPT Dinas/Badan atas nama Kepala Dinas/Badan
menandatangani ngskah dinas alam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:

surat biasa;

surat keterangan,

surac perintah;

rata dimaes Aey

w

L S o RO o S+
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Fasal 31

"l) Sekretaris SKPL  menandatangani naskah dinas dalam
bentuk dan susurian surat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 terdiri dani:

a surat biasa,
I surdl keterangan;
surat perintah;
Suiwe Kuasa;
surat undangan;
nota dinas;
nota pengajuan konsep naskah dinas;
h. lembar disposisi.........

@ oo p



(1)

F.  lembar disposisi;

I telaahan staf;

| laporin;

K, me~~ dan

| daftar hadir.

Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD menandatangani

naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana
cimaksud dalam Pasal 15 terdini dari:

a. surat biasa;

B sural kelerangadn,
c.  surat perintah;

d. nota dinas; dan
e daftar hadir,

Pasal 32
Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari;
a, sural biasa;
b. surat keterangan;
surat perintah;
d. suratizin,

L

e. surat perjanjian;

f. surat pernintah tugas;

g.. surat perintah perjalanan dinas;
b surat kuasa;

. surat undangan;

surat keterangan melaksanakan tugas;
k. surat panggilan;

nota dinas;

m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
n lembar disposisi;

0. telaahar staf;

P

pengumuman;,

q. lapaoran;

r rekomendasi;

s.  berita acara,

L memag; dan

u.daftar hodir,

(2) Camat.........
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Camat atas nama Bupati met andatangani naskah dinas

dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 terdiri dari:

a  surat biasa;

surat keterangan,
surat perintah; don
surat undangan.

a O oo

Pasal 33 /
Kepala Baglan, Kepala Bidang menandatangani naskah dinas ‘/
dalam bentwuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 terdin dari:

a. ‘surat perintah;

nota dinas;

nota pengajuin konsep naskah dinas;
lembar disposisi;

telaahan staf:

laporan; dan

daftar hadir.

| St o0 0o

Kepala Bagian, Kepala Bidang atas nama Kepala SKPD
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat sehagaimana dimaksud dalam pnsal 15 terdiri dari:

a. surat Liasa;

0. surat keterangan;

surat perintah;

nota dinas; dan

daftar hadir.

T

Pasal 34

Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan

susunan surat sebagaimana dimaksua dalam Pasal 15 terdiri
dari:

a. surat biasa;

D s at keterangan;
¢ surat perintah;

d. surat icing

g. surat perjanjian;

f.  surat perintah tugas;

g. surat perintah perjalanan dinas;
h surat kuasa;

I, surat undangan.........



(2)

(1)

(2)

25

I surat undangan; :
J: surat keterangan melaksanakan tugas:
surat panggilan;
| nota dinas;
. nota pengajuan konsep naskah dinas;
lembar disposisi:
telaahan staf;
pengumuman;
laporan:
rekomendasi;
berita daerah;
berita acara;
U memao; dan
v daftar hadir,

o B < M« - e =

=t o

Lurah atas nama Camat menandatangani naskah dinas

dalam benluk dan susupan surat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 Lerdin dari;

a surat biasa;

b surat keterangan;
¢ surat perintah; «lan
d. surat undangan.

Pasal 35

Kepala Sub Bagian, Kepala 5ub Bidang, Kepala Seksi
menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:

a.  nota dinas;

b. nota pengajuan konsep naskah dinas;

c. telaahan staf; dan

d. lapcran,

Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, atas
nama  Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Bidang
menandatangani naskah dinas dalam hentuk dan susunan
surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari:

a. surat perintah;
B nota dinas; dan
c. daftar hadir.

Bagian Keempat.........
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(2)
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Bagian Keempat
Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas
Pasal 36

ketentuan mengenai  pendelzgasian penandatanganan
naskah dinzs diatur dalam Peratiran B ipati.

Pilaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas
Pasal 37

Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.,

Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf
naskah dinas berwarna biru tuz.

Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah
dinas berwarna merah.

BAB VI
STEMPEL
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 38

Jenis stenmel untuk naskah dinas i lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor Lerdir dar:

il

b.

stempel jahatan; dan
stempel perangkat dacrah.

Pasal 39
Stempel jabatan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 38
huruf a, stempel jabatan Bupati.
Stempel jabatan Bupati sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)
berisi nama jabatan dan mengyunakan lambang negara
dengan pembatas Landa bintanc,.

Pasal 42

Stempel perangkat daerah sebagaim:ana dimaksud dalam Pasal 38
huruf b, terdiri dari:

a. stempel....i..



L

27

stempel SKPD dan atuu lcmbaga lain;

stempel SKPD untuk ke orluan tertentu: dan
stempel| UPT.,

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi
Pasal 41

Stempel jabatan Bupati, stempel perangkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 lierbentuk lingkaran.

Pasal 42

Ukuran stempel jabatan, stempel peranckat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 meliputi !

d.

b.

(2)

ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan
stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan

peranakat daerah adalah 3,8 cm;

ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan
perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan

jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran
dalam maksimal 1 cm.

Pasal 43

Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu

sepagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi :

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan
stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan
dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;

c. ukuran garis tengah lingkar n dalam stempel jabatan
dan stempel perangkat daerz © adalah 1,2 cm; dan

d. jarak antara 2 (dua) garis yarg terdapat dalam lingkaran
dalam maksimal 0,5 cm.

Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal,

asuransi kesehatan dan sejenisnya.
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Pasal 44

stemiel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan
lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 40 huruf a dan huruf b berisi nama Pemerintah
Kabupaten Bogor, numa SKPD yang bersangkutan.

Stempel UPT sebaguimana  dimaksud dalam pasal 40 huruf
¢, berisi nama Pemerintah Kabupaten Bogor, nama SKPD
dan nama UPT yanc bersangkutan.

Bagian ketiga
Penggunaan
Pasal 45

Pejabat yang berhak menggurakan stempel jabatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, Bupati,
Nakil Bupati.

Pejabat yang berhak menggunzkan stempel perangkat
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b,
kepala SKPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau
pejabat yang diberi wewenang,

Pasal 46

Perangkat daerah vang berhak menggunakan stempel perangkat
daerah seb...mana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:

a
b
&
d
e
f

.

Sekretariat Daerah;
Sekretariat DPRD;
Dinas Daerah;

Lembaga Tekms Caerah;
kKecamatan;

Kelurahan; dan
Lembaga 'ainnya.

Pasal 47

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu
dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang
menandatangani naskah dinas.

Bagian Keempat.........
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(3)
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Bagian Keempat
Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel
Pasal 48

kewenangan pemegang dan penvimpan stempel jabatan
untuk naskah dinas dilakukan olen unit yang membidanagi
urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.

Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat
daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan
ketatausahaan pada setiup SKPD.

Jnit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab
atas penggunaan stempel.

Penunjukkan pejabal pemegang dan penyimpan stempel
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan
keputusan kepala SKPD.

Bagian kelima
Pengamanan
Pasal 49

(1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan

(2)

pemerintah daerali Kabupaten Bagor, menggunakan kode.
Ketentuan lebih  lanjut  mengenai «tandarisasi  kode
pengamanan stempe sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur tersendiri oleh Bupati.

BAB VII
KOP NASKAH DINAS
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 5

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah
Kabupaten Bogor terdiri dart:

d,

b.

kop naskal dinas jabatan; dan
kop naskah dinas perangkat dzarah.

Bagian Kedua.........



__L

(1)

(2)

Bagian Kedua
Bentuk dan Isj
Pasal 51

Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 huruf a, untuk Bupati/Wakil Bupati menggunakan:

@. lambang negara berwarna kuning emas dan
citempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas
dalam bentuk dan susunan prodik hukum:

b. lambang negara berwarna kuning emas dan
ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat, nomor
telepon, nomor faksimile, veb site, e-mail dan kode pos
ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas
dalam bentuk dan susunan surat kecuali naskah dinas
dalam bentuk piagam, sertifikat dan surat tanda tamat
pendidikan dan pelatihan.

Kop naskah dinas perangkat daerah memuat sebutan
Pemerintah Kabupaten Bogor, nama satuan kerja perangkat
daerah, alamat, kode pos, nomor telepon, nomor faksimile,
website, dan e-mail.

Kep naskah dinas kecamatan memuat sebutan Pemerintah
Kabupaten Bogor, nama kecamatan, alamat, kode pos,
nomor telepon, nomor faksimile, website, dan e-mail,

kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan Pemerintah
Kabupaten Bogor, nama kecamatan, kelurahan, alamat,
kode pos, nomor telepon, nomor faksimile, website, dan e-
mail.

Paragraf Ketiga
Penggunaan
Pasal 52

Kep naskah dinas sebagaimans dimaksud dalam Pasal 51
ayat (1), digunakan untuk naskah dinas vang ditandatangani
aleh Bupati dan Wakil Bupati.
Kop naskah dinas schagaiman: dimaksud dalam Pasal 51
ayat (2) dan ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang
ditandatangani oleh kepala SKPD vyang bersangkutan,
lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
Kop naskah dinas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani
oleh Camut yang bersangkutan atau pejabat lain yang
ditunjuk.

(4) Kopr naskah.........
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(4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (5), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani
oleh Lurah yang bersangkutan atau pejabat lain vyang

ditunjuk.
Pasal 53

Kop naskeh dinas Sekretariat Daerah digunakan juga untuk
naskah dinas yang ditandatangani oleh Staf Ahli Bupati.

BAB VIII
SAMPUL NASKAH DINAS
Bagian Kesiatu
Jenis
Pasal 54

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Boger terdiri dari:

a. sampul naskah dinas jabatan; dan
b. sampul naskah dinas perangkat daerah.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran dan Isi
Pasal 55

Sampui naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas
perangkat daerah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 56

(1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah
dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

55 meliputi:

a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan
lebar 30 cm;

b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan
lebar 25 cm;

¢. sampul setengah folio fengan ukuran 2anjang 28 cm dan

lebar 18 cm; dan

sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm
dan lebar 14 cm.

2o

(2) Jenis.........

=




32

(2) Senis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna:

a. putih untuk sampul naskah dinas jibatan sebagaimana
dimaksud Pasal 54 huruf a; dar.

b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah
sebagaimana dirnaksud Pasal 54 huruf b.

Pasal 57

(1) Sampul naskah dinas jabatan bherisi lambang negara
berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat,
nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos
dibagian tengah atas.

(2) Sampul perangkat daerah Lerisi nama Pemerintah
Kabupuwen Bogor, nama SKPD yang bersangkutan, alamat,
nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos
dibagian tengah atas.

(3) Sampul UPT berisi nama Pem=rintah Kabupaten Bogor,
nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor
telepon, faksimile, =-mail, website dan kode pos dibagian
tengah atas.

BAB IX
PAPAN NAMA
Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 52

Jenis papan naria di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
terdiri dari:

a. papan nama Kantor Bupati; dan

b, papan nama perangkat daerah,

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuan, Isi
Pasal 59

Papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berbentuk empat persegi
panjang.

¥ Pasal 60.....0000




Pasal 60

Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disesuaikan dengan besar
bangunan.

Pasal 61

(1) Papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan
Kantor Bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.

(2) Papan nama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berisi tulisan
Pemerintah Kabupaten Bogor dan nama SKPD vyang
bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.

(3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor
bupati, perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur oleh bupati.

Bagian Ketiga

Penempatan
Pasal 62
Papan nama kantor porangkat daerah ditempatkan pada tempat
yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk
bangunannya,
Pasal 63

Bagi beberapa kantor SKPD yang beracla di bawah satu atap atau
satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan
semua nama SKPD,

BAB X
KETENTUAN PEMUTUP
Pasal 64

Dengan ditetapkannya Peraturan [Gupati ini, maka segala
ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan
dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku,

Pasal E5.........



Pasal 60

Lkuran papan naina di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 disesuaikan dengan besar
bangunan.

Pasal 61

1) Papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berisi tulisan
Kantor Bupat., alamat, nomor telepon dan kode pos.

(2) Papan nama di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berisi tulisan
Pemerintah Kabupaten Bogor dan nama SKPD yang
bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.

(3) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor
bupati, perangkat daerah sebagaimana dimaksiid pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur oleh pupati,

Bagian Ketiga
Penempatan
Pasal 62

Fapan nama kantor perangkat daerah ditempatkan pada tempat
yanq strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk
L:-ar*gunanrwrs_

Pasal 63

Jagi beberapa kantor SKPD yang beraca di bawah satu atap atau
satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan
s2mua nama SKPD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala
ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan
dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pacal RS



Pasal 65

Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plt,
Plh dan Pj, parat, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah
dinas, sampul naskal; dinas dan papan nama sebagaimana
Jdimaksud dalam bab 111, bab 1V, bab V, bab VI, bab VII, bab VIII,
dzn bab IX tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini,
sebagai bagian yana tidak terpisahkan dzri peraturan ini.

Pasal 66
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap arang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan i Cibinong
padatanggdl 24 Desember 2010
o = 4
.’f " BUPA

'3

- RACH YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 21 Desember 2010

... L I“,:': -
SEKRZAARTS DAE)

f

r




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 71 TAHUN 2010
TANGGAL : 21 DESEMBER 2010

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, PIt, Pln DAN Pj,
FARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL,
KOP NASKAH DINAS, SAMPUL MASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.

Menimbang

Mengingat

3UPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR ... SR 1. g L1

TENTANG

DENSAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUI'ATI BOGOR,

Cbahwa ... ... .

dan seterusnya;

. dan seterusnya

AUNERNGURTANG cnimiimeii s S TR R

T e N e P Ll R | T



Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERW/ KILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
dan
BUPATI BOGOR
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOIR s s

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

(dan seterusnya)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor

Ltetaskan di v anan s
pacda tanggal

BUPATI BOGOR,

NAMA

Diundangkan di ..........
pada tanggal ..............

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN .. ........ NOMOR ................



Menimbanu

Mengingat

Menetapkan

BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR. ... ive VAHUN &

TENTANG

I FERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR.. ... TAHUN, ... TENTANG. ...
DENGAN RAHMAT TUHAN YAN 3 MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

S BARIIR ..o vseeversoms emenm s st b ed b sba G S RS i e b B R i
. bahwa
¢ dan seterusnya;

1. UNdang-Undang ... et s
2 Peraturan Pemerintahl .o s resmsss sy nnassa e sssen g
3. dan seterusnya

Dengar persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan
BUPATI BOGOR

MEMUTLUSKAN
- PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR NOMOR ... TAHUN ... TENTANG
Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah kabupaten Bogor
Nomor ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun . Nomor Tambahan Lembaran Daerah .._..), diubah

sebagal berikut

1 Ketentuan Pasal . diubah, -ehingga pasal _...berbunyi sebagai
berkut :



Pasal ........
Dan seterusnya.........

Pasal 11
Peraturan Daerah ini n'ulai berlaku nada tanggal diundangkan.

Agur setiap orang mengetahuiny:, memerintankan pengundangan
dengan penempatannya dalam Lemiaran Daerah Kabupaten Bogor

Ditetapkan di ......
pada tanggal .

BUPATI BOGOR,
NAMA

Diundangkan di ...........
neda tangga! ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

NAMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN s NOMOR s



Menimbany

Mengingat

Menetapkan

. 1. Undang-Undang ..

BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR......... TAHUN.. .......

TENTANG

DENGAN RAHMMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

c. dan seterusnya;

2. Peraturan Pemerintah
3, dan seterusnva:

MEMUTUSKAN:

¢ FEFATURAN BUPATI 3OGOR TENTANG. ......oooveiiiiriicianrn,

BARB |

KETENTUAN UMUM

Pasal |

(1)

2) -
i3; Dan seterusnya.



BAB |l
(dan seterusnya)
reraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar

setiup orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
cenempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor

Ditetapxandi ... ;
padatenggal ...........

BUPATI BOGOR,

NAMA
Diundangkandi ..........
padatanggal .............

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN..........NOMOR .......



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

D1 Undang-Undang oo

BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR TAHUN .
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR.......TAHUN. ...... TENTANG........coveenens

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

©a. bahwa .

c. dan seterusnya;

. PEraturan PEmBTINEAR e i i s e i i o e o6 3 e e i s peseas )

3. dan seterusnya;

MEMUTLISKAN:

: PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS

FERATURAN BUPATI BOGCR NOMOR ... TAHUN
Fasal |
Beberapa ketentuan dalam Perziuran Bupati Bogor Nomor

tentang ... . (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun ..... Nomor... ..},
diubah sebagai berikiil - Nomor

1. Ketentuan Hasal cdiubah, schingga pasal berbunyl sebagal
berikut .

Pasal



Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setio; orang mengetahuinya, remerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabur aten Bogor.
Ditatapkandi ...,
pada tanggal ... ..

BUFATI BOGOR,

NAMA
Ciundangkan di ... ..
pada tanggal ........

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR

NAMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN..........NOMOR ......



BUPATI BOGOR
PERATURAN BERSAMA BUPATI BOGOR
DAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA ....oiiiiiiiiiiiiine

NOMOR ........ TAHUN . ...
NOMOR ... .. TAHUN ...

TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR DAN ...

Menimbang a oahwa ...

b. 't:':lah';m'.fa e ...........................
c. dan seterusnva,
Mengingat : 1 Undang-Undang ...

2. Peraturan Pemenntah .. ...

3 dan seterusnya,

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI BOGOR DAN GUBERNUR / BUPATI
PWWALIKOTA (susumans TENTRNG usiemmusmisg
BAB |

KETENTUAN UMLUM
Pasal 1

T

(3) dan seterusnya.




Fasal 2

L5

AB I

o

(dan seterusnya)

Fizraturan Bersama Bupau Bogor dan Bupat/Walikota ini mulai berlaku
pada  tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita

Daerah,
eetapkandi couinisniiine .
padatanggal ...........................
GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA ... BUPAT! BOGOR,
NAMA NAMA

Diundangkandi .. ... .
pada tanggal ...........

SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa)

NAMA

BERITA DAERAH PROVINSI (Penirakarsa).... ...
TAHUN ... NOMOR ... .. . i



BUPATI BOGOR
FERATURAN BERSAMA BUPATI BOGOR
DAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA ...

NOMOR ..... 12 L
MEMOEB: wsme TARMN e

TENTANG

"ERUEAHAN ATAS FERATURAN BERSAMA BUPATI BOGOR
DAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANCG MAHA ESA

Merimbang a3 bahwa ..

c. dan seterusnya’

Mengifigat - . 1. UnGAng-Undand ...ouemmmmmnm o ams oo,

2. Peraturan Pamerittbab s sy snsiaiim s
3. dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ “ERATURAN BERSAMA BUPATI BOGOR DAN GUBERNUR /
~2UPATI / WALIKOTA _...........o.ce.... TENTANG

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor ...
tentang ........ (Bzrita Daerah Kabupaten Bogor Tahun ..... Nomor...... )
diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal diubah, sehingga pasal ... berbunyi sebagai
berikut :

Pasal ..



o

Pasal Il
Peraturan Bersama Bupati Bogor dan Gubernur / Bupati / Walikota
- INEmulai berlaku pada tanggal diundangkan.

fgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Berita Daerah,

Ditetapkandi .............ovoivivii
padatanggal .............oocciiiinn,

GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA ... BUPATI BOGOR,

NAMA NAMA

Diundangkan di .........
pada tanggal .............

SEKRETARIS DAERAH. ... ... (Pemrakarsa)
NANA
BERITA DAERAH......... (Pemrakarsa)....................

TAHUN i NOIMOR. v




BUPAT! BOGOR
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR... ... . TAHUN...........,

TENTANG

BUPATI BOGOR,

Menimbang a bahwa

R O A

. da.r.j. SEtEHSPW .............................
Mengingat . 1. Undang Undang

2 F'E'afura.rl't IF'EI'I enntal

3 x.’lrm ;‘:-‘ri'.'ﬁ‘.l'L.l.S‘-'l'-,-'él

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU R S e IO O :
KEDUA
KETIGA RS RESS P :
KEEMPAT S S 5 A 3 S R M L N B o
DansetenisWa = o aeuwnmsnrassmgs ;

BT o) 4o [ o | (PURR————
pada tanggal Looenansa

BUPATI BOGOR,
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

M ANMA MANMA,



BUPATI BOGOR
KEPUTUSAN BUPATI BCGOR
NOMOR _..... .. . TAHUN ... ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMCR ... TAHUN ...nreinr,

TENTANG ..

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KEDUA

BUPATI BOGOR,
S B e S o a4 e e o st st s
. dansetﬁrusnya
i, INAERERLINOENG oo s e e s i
2. Peraturan Pemerintah ........ ..o e

3, Qa0 BEETUSINEL. ..ovivarmmms i o i 1o

MEMIUUTUSKAN :

Mengubah dst ... ...

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai
berkut

A. Diktum KESATU diubah, sehingga Diktum KESATU berbunyi sebagai
terikut :

b. dan seterusnya ..

Ketentuan-ketentuan luin yang tercantum dalam Keputusan Bupati Bogor
Nomor ....... tenfang ..............., masih tetap berlaku,

Keputusan ini mulai berlaku pada tangial ditetapkan

Dit-@pkan ... oo
pa:a tanggal .

BUFATI BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

NAMA NAMA



BURPATI BOGOR
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR ... . TAHUN |

TEMTANG

F’EHUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR ..
TAHUN .. TENTANG .. ..

i Menimbang : a bahwa . .. y

1 bahwa S
o dan seterusnya:
1. ! Mengingat : 1, Undang-Undang ......... ...

2. Peraturan Pemerintah
3. dan seterusnya........ .

MEMUTUSKAN :
- Menewapkan
W KESATU . Mengubah Atas Lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor
- Tahun ... tentang ... .. sebagaimana tercantum dalarm lampiran
I-{Eputusan ini;
KEDUA

| . Dan seterusnya,

Ditetapkandi..................
pacatanggal ..................

BUPATI BOGOR,
Salinan sesuai dengan aslinya )
KEPALA BAGIAN PERUNDANG- UNDANGAN

NAMA NAMA



LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
CAERAH SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR
NOMOR........ TAHUN..........

TENTANG

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa ... ...,

c. dan seterusnya;

Mengingst b UNSanG-URaNG o s e S .
2. Peraturan Pemerintah . . e
5 dansmemswa
MEMUTUSKAN -
Menetapkan
KESATU R RS R R S P e :
KEDUA
KEEMPAT o R R S A R R

Ditetapkan di ..o
padatanggal .................

a.n. BUPATI BOGOR
SEKRETARIS DAERAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

NAMA NAMA




BUFATI BOGOR
INSTRUKSI BUPATI BOGOR

TENTANG

BUPATI BOGOR
! dengan ini menginstruksikan:
4§ Kepada

Untuk
KESATU R R e o e L o S

KEDUA P e

KETIGA . dan seterusnya,

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tangoal ............

BEUPATI BIDGOR

NAMA

Jalan. ... e P T el i)

' 7= 1= L = T = SO



BUPATI BOGOR

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada

b P

di -

SURAT EDARAN

ENMOB s s semme e

TENTANG

BUPATI BOGOR

NAMA




BUPATI BOGOR

lempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada
Momar : Yth
Sifat :
Lampiran
Hal [ | JE

BUPATI BOGOR

NAMA

Jalii o ., T T ' L
Tl (L I LT R s

I aninl : Wl
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BUPATI BOGOR

SURAT KETEPANGAN
NOMOR . ... ..o,

Yiang bertandatangan dibawah ini

a. Nama

b. Jakatan 2y EPEr e e e R

dengan ini menerangkan bahwa

a. Naina/NIP g B ceirreenreee e dNIP

Pangkat/Golongan : ... Hesensusna S
c. Jabatan B o S B R S S A RO
Maksud A e S S T s e

o

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUFATI BOGOR

NAMA

dalan, oo N YO e

Eemaila sy Webstteomia o



BUFPATI EOGOR

- SURAT PERINTAH
NOMOR. ...,

Nama (yang memberikan perintah)
Jabztan

MEMERINTAHKAN

Kepada

a. Mama
b. Jabatan

Untuk

Citetapkandi ........ ... ...
padaianggal oo s

LUPATI BCGCR

NAMA

1] ] ] PR i T 0 19 e IR P e o
Telepon{.....)..... L O
R 1 RO, <) LB (LI




BUPATI BOGOR
SURAT IZIN BUPATI BOGOR
NOMOR .
TINTANG
Dasar L,
b. .

MEMBLEERI IZIN;
kepada
Nama s S S s T Y B
Jabsatan R R O E A S
Alzmat

Untubk b s A R e g S e

BUPATI BOGOR

MA A,

Jalan 5 Mo Proy
Teleoon | | Faks | |

Ditetapkan di ...,
o7z (3 Lo qe: 170 o {] NGRS ———



BUPATI BOGOR

SURAT PERJAN.JIAN

NOMOR / ! /

TEMT AN

Pada hari ... , Tanggal coory BN e cian Tahun
bertempat di .., kami yang hertanda tangan dibawah ini:

................. .PIHP;‘J.';Q KE“ I

Panutup

Surat perjanjian ini ditandatangani cleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal
tersebut diatas,

PIHAK Kz Il PIHAK KE |

BUPATI BOGOR

METERAI |
| |

MAMA = MARMA
Pangkat
MNP
Saksi-saksi
. {tandatangan)
2 —.....|tandatangan)
3. dst
Lakin i Fins



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH
RERUBLIE consm

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Republik Indonesia dan Pemerintah
S TrpT Republik .. ... ... yang dalam hal ini disebut
sebaga' "Para Pinak’

Barkeinginan untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara
masyarakat kedua belah pihak °

Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan

Merujuk kepada Mota Kesepahaman aitara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik . .. .. ....., dalam upaya untuk
menigkatkan kerjasama, yang ditandangni di Kota . . tgl....bln.... tahun

Sesuai dengan hukum, peraiuran dan prosedur administratif yang berlaku
pada Negara masing-masing

Telah mencapai kesepakatan <ebagai berikut:

~ARTIKEL 1
TUJUAN DAN RUANG LINGKUF KERJASAMA

Para pihak anaii‘membentuk sebuah kerjasama Kota ... .. untuk meningkatkan
dan memperlues kerjasama vyang efektif dan saling menguntungkan bagi
penaenmbangan <edua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang
dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut :

1.

ARTIKEL 2
PEMBIAYAAN

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota keszpakatan ini bergantung kepada
ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang
disepakati oleh Para Pihak.



ARTIKEL 3
PENGATURAN TEKNIS

Untuk memiusilitz si pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat
pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang lercakup dalam keseluruhan dari
Mota Kesepakaten ini, yang melinuti bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam
Artikel 1.

ARTIKEL 4
KELOMPOK KERJA

ARTIKEL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan vang timbul dalam penaisiran atau pelaksanaan Nota
kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultas negosiasi
antara Para Pihak.

ARTIKEL 6
PERUBAHAN

Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat
meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentik perubahan ataupun perbaikan
yang disepakat kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota
Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal
yang telah ditentukan oleh Para Pihalk.

ARTIKEL 7
PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

DENGAN DISEAKSIKAN OLEH, pihak-pihak dibawah ini sebagaimana telah
disahkan oleh Pemerintah Daerah nasing-masing, telah menandatangani Nota
Kesepakztan ini

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.. ... . ... BLPATIBOGOR
St st M - REPUBLIK INDONESIA

NAMA NAMA



h CONTOH
FORMAT MAP

LAMBANG
DAERAH
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BUPATI BOGOR

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

Dasar A S e A e e

MEMERINTAHKAN

Kepada - 1. Nama B o p ko W A AT RS
Pangkatigsl lessessssssmeasiios R
NIP
Jabatan

2. Nama
Pangkat/gol
NIP
Jahatan

Untuk R

Ditetapkan di .............

BUPATI BOGOR

MNAMA

Jaian P CETE el . | = S R LR o ol 1 L

Telenon | ] Faks. | ]

padatanagal sonsnaninianias



1 LAMBANG
1 DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke
Kaode No
MNomor

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

(SPPD)

—_———— —— e
1. Pejabat yang memberi perintah Sekretaris Daerah
2. Nama Pegawai yang diperintah
3. a. Fangkat dan Golongan menurut

PP No. 6 Tahun 1997
b. Jabatan
c. Tingkat menurut peratuian
perjalanan
4. Maksud Perjalanan Dinas
3. Alatar " yang dr’p@gunaﬂan_ - o
6 a. Tempal berangkat '
b. Tempat tujuan
7. a. Lamanva Perjalanan Dinas
b. Tanggal berangkat
¢. Tanggal harus kembali
8. Pengikut
9. Pemtebanan Anggaran
a. Instansi
b. Mata Anggaran '
10. Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

HNAMA



SPPD No.

Berangkat dan

(tempat kedudukan): .o
Pada tanggal
Ke

Fejabat Pelaksara Teknis Kegiatan

NAMA
48 !l. Tiba di ST R i, Berangkat dan
Pada tanggal . }.. . . . e Ke
Kepala I Pada tanggal
Kepala
|
7l 1. Tiba di W RS TR Berangkat dari
' Pada tanggal I Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala
" IV. Tiba di I Berangkat dari
Pada tanggal Ke
Kepala Pada tanggal
Kepala

V. Tiba kembali di 1
Pada tanggal

Telah diperiksa, cengan keterangan bahwa
perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas

_perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan
I jabatan dalam waktu vang sesingkat-singkatnya.

SEKRETARIS DAERAH

VI. CATATAN LAIN-LRAIN

VIl. PERHATIAN

Pejabat yang berfenang meneibitkan SPPD. pegawal yang melakukan perjalanan
dinas, para pdjabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta
Bendaharawan bf§rtanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan
Negara apabila Ndgara mendapat rugi akibat kesalahan. kealpaannya.

—_— e —



BUPATI BOGOR

SURAT KUASA
MNomor

Yang beartandatarfgan dibawah ini

MEMBERI KUASA

Demikian fSurat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tempat Tanggal, Bulan dan Tahun

Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa

NAM A JABATAN BUPATI BOGOR

- MAMA
angkat
NP
Jalan Mo , Prav
Telepon ( . )., Faks. {.....)
E-mail....... CWiebsie
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BUPATI BOGOR

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kepada
Nomor AT i {g PRICRLS R S s
Sifat RN . e
Lampiran R
Hal : Undangan di

BUPATI BOGOR

NAMA

_Jalan. s s e PR e s PR TN s e e
BE-11ela oM Emmiit ERTTRTCCRDRTERR - |l ovesy R
E-mail................... Website ... ...




BUPAT| BOGOR

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGES
NOIWOR

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

NIP

Pangkat/Golo 1gan
Jabatan

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa -

Nama

NIP
Pangkat/Golongan
Jabatan

Yang diangkat berd:isarkan Peraturan

RAPTCOURRI SR b 10 2 & | (T s TNl - 1 1 113 810
telal nyata menjalank:.n tugas schogm .
di -
Demkian surat keterangao metacianakan bogas e saya buat dengan

sesungguhn/a dangan mengingst sumpah ahatanips A negeo sl dan apabila
dikemucian hari isi surat pemyataan i lernyata tudak benar yany berakibal
kerugian bag)i negara, maka saya bersedin menanggu g kerugian tersebut

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUFATI BOGOR

NAMA

lalan. ..., Mo aiPrew
Telepon{ ) .. ... Faks { .. 1.

P=n

B 4



Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

BUPATI BOGOR

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Kenada

WA e R S R RN

: Fanggilan. di -

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...
PR 6~ L

Hari —
Tanggal
Pukul
Tempat

Menghadap
kepada

Alamat

Untuk

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya

BUPATI BOGOR

NAMA

A s e s O ey POV,
Telepon (...} _ Faks ...} .



LAMBANG
DAZRAH

KOP NASKAA DINAS
PERANGKAT DAERAH

Kepada
Dari
Tangga'
Nomor

¥ sifet

Lampirain

?ﬂ Hal

TA - DINAS

KEFPALA s,

NAMA
Pangkat
NIP,



LAMBANG KOP NASKAH DINAS

DAERAH PERANGKAT DAERAH
Tempat, T.anggal, Bulan dan Tahun
Kepada

Nomor WL o e ooy

MOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat
Tentang

Catatan

Lampiran

Untuk Mohon persetuiuan dan

tanca tangan atas DT Jy i3 L -l o A

DISPOSISI PIMPINAN KEPALA BAPPEDA,
Tindak lanjut staf NAMA
Pangkat
NIP

Catatan : Curet yang tidak perlu.



LAMBANG KOF NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH
LEMBAR DISPOSIS|
Surat dari : Diterima Tgl
No. Agenda
No. Surat Sifat
Tgl. Surat (] Sungat segera  [] Segera [[] Rahasia
hal
1
Diteruskan «epada S Dengan hormat harap:
R U Tanggapan dan Saran
[ R T Ll Proses lebih lanjut
s '] Koordinasifonfirmasikan
Jan seterusnyanya .. ... L]
Catatan
Nama Jabalan
I’araf dan tanggal
1
i ' Nama




LAMBANG KOF NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

Kepada

Dari AR T R SRR
Tanyggal 2 s marn -
Nomor i D B P T N M
Lampiran
Hal S RIS i R R S T N S AR

l. Fersoelan.

Il.  Praanggapan

Ill. Fakte-cakta yang mempengaruhi

V. Analisis

V. Kesimpulan

VI, Saran

NAMA JABATAN

NAMA,
Pangkat
NIP
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—

BUPATI BOGOR

PENGUMUMAN
NOMOR

TENTANG

BUPATI BOGOR

= NAMA,

Telenoh (ool s Faks: (e s
E-mail. i, Wehsite:

6 111 P21 1 T ff oS
pada tanggal..ci i

Jalan o Mo L Prov e
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i I AMBANG KOP NASKAH DINAS
fliDARRAH PERANGKAT DAERAH

LAPORAN
TENTANG

l, Fendahuluan
A. Umum/latar belakang
B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan
I, Kegiatan yang dilaksanakan,
I, Hasil yang dicapal,
IV, Kesimpulan dan Saran

W, Penutup.

Dibuat di
pada tanggal

Mama Jabatan

NAMA
Pangkat
NIP




BUPATI BOGOR

REKOMENDAS!
NOMOR ..

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BOGOR

MNAMA

Jalan. ................ No e PR
Telepon | ) .Faks. ! ).
E-mail...... oy Websile




LAMBANG KOP NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH

Fempat, Tanggal. Bulan dan Tahun

Kepada,

Y A e i L o N R A

di -

SURAT PENGANTAR

NOMOR . .. ..
No. Jenis yang dikirim Banyaknva Keterangan
I
|
Diterima tanggal ...............
Penerima : Pengirim
Nama -Jabatan, Nama Jabatan,
Nama Nama
Pangkat Pangkat
NIF. NIP.

Nomor telepon




FORMULIR BERITA

megstrast Mo s

PANGGILAN JENIS NOMOR [  DERAJAT

; ]
DARI O

Il KLASIFIKASI  SEGERA

B e YR R

L TTK

M BEB TTK o RMA

CCC TTK DAN SETERUSNYANYA TTK HBS

Tanggal waktu pembuatan ................

__Waktu Lalu Paraf
Mo Kode | Terima | Kirim Lintas Operator

1t Pengirim

A il Jabatan : '

-' Tanda tangan




-d

LEMBARAN DAERAH

PEEATURAN DAERAH ..
MEmor o

TENTANG

eer......dan seterusnya

LCiundangkan dalam lembaran daerah .

Nomor .. .... Tahun ........
Ser ..o
Tanggal .. ..........
SEKRETARIS DAERAH..

NAMA
Pangkat
NIP.

Nomor . Tahun ... ... Serl.c Nomor coousasn



Hy

BERITA DAERAH

Momor ...... Tahun .....,, Sari ... Nomor ., ... ...

PERATURAN KEPALA DAERAH ... . /KEPUTUSAN KEPALA DAERAH ......
MNomaor

TENTANG

. .......dan seterusnya

Diundangkan dalam Berita daerah ...,

Nomor ....... Tahun .....
Seri
Tanggal ....... .

SEKRETARIS DAERAH.............,

NAMA,
Pangkat
NIP.



ya! (L
U, St g

BUPATI BOGOR

BERITA ACARA

NOMCR

Pada hariini tanggal ........... L s e
: v, K@M Masing-masing:

i 1 . yang selanjutnya

disebut Pihak Pertam

A 2 s, yang selanjutnya
disebut Pihak Kedua

i Berita Acara ini dibuat dengan sesungg.hnya dalam rangkap..... untuk
@l dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di .o
Pihak Kedua Pihak Pertama
BUPATI BOGOR

NAMA MNAMA
Pangkat
NIP

Mengetahui/Mengesahkan

MANMA

Jalan. P, o, s o,
Telepon ... 5] 5T [E— L
I=1i
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LAMBANG KOP NASKAH DINAF
DAERAH SEKRETARIAT DAE’
L] ':1-1-
* NOTULEN
i Sidang/Rapat
' FAtITANGOal e e i v oS s R

Waktu Panagilan
Waktu sidang/rapat
Acara P s S

2. dan seterusnya

Szlb'ér'w'ﬁt'uﬁ“ ST PRR RSP
Pimpinan Sidang/Rapat

Ketiia o e
Sekretaris ;
Pencatat

Pesertz sidang/rapat R
2. dan seterusnya.
Kegiatan Sidang/Rapat @ 1. ... i
’ 2. dan seterusnya.
1. Kata Pembukaan
2. Pembahasan
3. Peraturan
PIMPINAN SIDANG/RAPAT
NAMA JABATAN
2 NAMA
Pangkat
NIP.




Dari

Kepada

BUPATI BOGOR

MEMO

Tempa!, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPPATI BOGOR

Tanda Tangan atau Paraf



BJPATI BOGOR

MEMO

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI BOGOR

Tanda Tangan atau Paraf

Jalon ... £ o N
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LAMBANG KOF NASKAH DINAS
DAERAH PERANGKAT DAERAH
DAFTAR HADHR PERTEMUAN RAPAT
Hari
CANGIAL e
e T A
e L
Acara .
'NO. NAMA | JABATAN/ TANDA KET
| FPANGKAT TANGAN ) J)
e
2.
3.
dan
sete
rusn
Lya. - el OV, - e e

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA
Panghist
NIP
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; LAMBANG KOP NASKAH DIMAS
JAERAH PERANGKAT DAERAH

-

o

DAFTAR HADIR

BULAN
MINGGU
l 'NO |  NAMA PANGKAT/ |_ TANGGAL
| ) ~ GOL PI[S|P|S|P[S|P[S
; 1 . 3 41567 (8[9]10] 11
: |
|
|
i KEPALA EUB | o
i | BAGIANM/
SEKRETARIS | |
I
o
[ Tempat, Tancgal, Bulan dan Tabun

NAMA JABATAN

NAMA
Pangkat
MNIP

:..l
i
b

—Shmr et
S
|




= S,

L1t

ELPATI BOGOR

PIAGAM PENGHARGAAN
Momor

BUPAT! BOGOR Dengan ini memberkan penghargaan kepada

Nama

Tempal/Tanggal lahir @ ...
NIP/NRP
Jabatan

Instansi o oIy

Tempat, langgal, Bulan dan Tahun

BLPATI BOGOR

NAMA



5l

P e

BUPATI BOGOR

SERTIFIKAT

Diberikan kepada :
Nama
NIP - |
Instansi :
Sebagai/Atas partisipasinya dalam .............. BRI
e -=seeeeee Yang diselenggarakan oleh ....... ereeenas R seRes SR ik
dari tanggal ......... s.d .......... bertemPat di s e masnsrrsnmsnes B

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

INUPATI BOGOR

NAMA
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' B. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj

| | it
1. Pengcunaan “a.n.”

a.n, EUPATI BOGOR

RACHMADAN]
Pangkat
NIF,

a.n. CAMAT TAMANSARI
SEKRETARIS CAMAT,

M. YUSUF
Fangkat
NIP.

2. Penggunaan " u.b."

a.n. BUPAT! BOGOR
S5EKRETARIS DAZRAH
u.b:

SIMON NASUTION
Pangkat
NIP.

3. Penggunaan "Pit":

Pit. BUPATI BOGOR
WAKIL BUPATI,

HASAN ABDULLAH

SEKRETARIS DAERAH,

ASISTEN ADMIMITTRASI,

an. LURAH HARAPAN JAYA
SEKRETARIS LURAH,

YADI REFELIADI
FPangkat
NIP,

a.n. BURPATI BOGOR
SCEKREETARIE DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM,

P. WINARTO
Pangkat
NIP.



—— | —

4 Penggunaan "Plh"

Plh. BUPATI BOGOR

VWAKIL BUPATI,

ACHMAD FIDWAN

5. Penyyunaan "Pj"

Pj

. BUFATI BOGOR

M YUSUF

C. PARAF DAN PENULISAN NAMA.

iz

a.

Pembubuhan Paraf Hirarkis.

naskah dinas sebelum ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, sekretaris
daerah, asisten, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, inspektur dan
direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu cleh maksimal tiga
orang pejabat secara berjenjang  untuk bertanggung jawab terhadap
subistansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuail dengan tugas
pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir
naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat
yang akan menandatangan

naskah dinas vyang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
menandztangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf

paraf untuk surat perintah perjalanan iinas, dibubuhkan pada lembar
pertama.

untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman,
sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawal
setiap halaman.

naskah dinas dalam bentuk dan susunan ptoduk hukum/surat yang lebih dari
satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah,

naskah dinas dalam bentuk dan susunar surat yang mempunyai lampiran,
pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran, surat,
nomor dan tanggal serta pada %Sagian akhir sebelah kanan bawah
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
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i

Pembubuhan paraf koordinasi

a.

naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya
menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain
yang terkait dan bagian hukum pada setiap lembar naskah.

naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinga
menyangkut kepentirgan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabe!
yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain
yang terkait pada lembar terakhir naskah,

paraf Iocrdinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat,

Contoh paraf hirarkis dalam bentuk searah jarum jam:

(2 BUPATI BEOGOR 3y

(1) ASNAWI

Contoh paraf hirarkis dalam bentuk matrik:

PARAF HIRARKI
Sekda

ASS.

Bag
asl

Contoh paraf koordinasi
a) di lingkungan kabupaten

PARAF KOORDINASI PAIAL KOORDINASE
Bagian ... m;._-._ -

Bagian .., [ _Iii;-;l'.ll'l )

Bagian ... Kanlo N

asl | dslt i

3. Penulisan nama pejabal yang herwenang menandatangani naskah dinas.

=3

penulisan nama bupati dan nama wakil bupati pada naskah dinas dalam
bentuk produk hukum tidak imenggunakan gelar;

penulisan nama bupati dan rama wakil bupat. pada naskah dinas dalam
bentuk surat dapat menggunakan gelar;

nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional
.ww::dgunakan gelar, NIP dan pangkat.
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D. BENTUK UKURAN DAN ISl STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.

—_— — - —
N | ,
P m——— -

| — Lambanyg Negara/lDaerah

Yang tidak rﬂenggunakan lambang

STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.

a. contoh stempel jabatan




alh]

c. stempel satuan kerja perangkat daerah.

£

g stempel unit pelaksana teknis daerah

f sfem]:;el satuan kerja perangkat daerah untuk keperluan tertentu.

—— — 7l |

Vs N ] |
@ )} 0,5em 1,2 cm 1,7 cm 1,8 cm
\ - |

—




C intoh stempel untuk KTP dengan skala 4 : 1

E. BENTUK, UKIJRAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

1. Perhand'rgan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah
daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 4.

a. tulisan nama pemerintal daerah dengan huruf arial 14,
b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1 Kop naskah dinas bupati

ey

BUPATI BOGOR

Boidsus sy Tk e e TRV v ppsaiineveniss
Tetemony b Fmmgaas Babbs s Yaauimne
| 1 A U O Wl s o e




il

"
G2
i
L Contoh 2 : Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

----- PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

" SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH
LT —— . Kode Pos .
; - “”‘L/ Telepon, . Faks. . R RS RS

| S - || R ——— M/ehsite -

Contoh 3 : Kop naskah dinas Sekretariat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan .. P R ey e e v Kode Fos: s
Telepan T A
Esmalliismassenmininni Wiebgite:: oooniisaiis

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jalan ... i, Kode POS.
Telepon [ Faks, .o,
E-mail o WEBESE i

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS KESEHATAN

—d Jalan S . Kode Pos ..
=3 TRIBPOT: con st i EARE s
E-mail Website

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan . Kode Fos
Telepon A Faks: ...
Esmmll s mns Website !,




Zontoh 5 : Flop naskah dinas kecainatan dan kelurahan.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBINONG

Jalan . . ... Kode Pos
Telepon, o Faks. ... ...

E-mail R . Website -

| PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBINONG

KELURAHAN HARAPAN JAYA

fre, l.'-"’/fl i
o Ll Jalan . . . vonn Kode Pos

Telepon, ..., e Faks. ... .
E-maill . ... . . Website ;...




G4

‘ F. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

| UKURAN HURUF

| Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah
daerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 4

- a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14,
| b. tulisan rama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18,

i Contoh 1 : Kop sampu' =-skah dinas bupati.

——— . : -

BUPATI BOGOR

Jatan Kode Pos s
Telepon Faks .., e
- _ E-mail . MebElte & .
Kepada
i Nomor Y Yth. Sdr
Stempei di -

~ Kode Pos.

Contok 2 : Kop sampul naskah dinas sekretariat daerah dan sekretariat DPRD

@

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

= T
LE - v/o o A - /- "
: E-mail i ... .o, Website © . |
Kepada
[ Nomor ;.. ...l Yth. Sdr. ..
" | Stempel di -
[ o B o _ " Kode Pos |
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DPRD
Jalan s eneaa ROBE Pog s
1 Telepotiuasiiiuu, Faks. .. useimensos
R =1 7 - | e L o Website ...
Kepadn
MNomor ool Yth. Sdr. ...
Stempel i
I Kode Pos
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Contoh 3 : Kop campul naskah dinas satuan kerja perangkat daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

\E:ijﬂ‘ﬁ’/ Jalan  cognpenane Koge POB o
! TBIBPON. sssusus PAKSL o wsmimmnin
] il st N e e R A
I
Kapaga
NOMIOE 5 vl Yth, Sdr. ...
Stempel di —
- EmuEew s v

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PERIZINAN TERPADU

Jdalan o e Kode Pos
Telepon . , i FaX
B BAE s s S DODBIE - cpirmy s min ity
Kepada
NOmior & cosafiacfa Ytih Sdr
Stempel di =
_________ O S Kode Pos |
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
Jalam ..o Kode Pos . I
Telepon e Faks.
= ierera: E-mail 3 Website © ... e B
Kepada
Nomor | YT Wik (S e
Stempel di -
- Kode Pos




Contoh 4 - Kop sampul naskah dinas kecamatan, kelurahan dan desa.

PEMENRIN TAH KABUIPATEN BOGOR
KECAMATAN MEGA MENDUNG

AT v soremiase P B PG s v e e i
Telepon ... Faks o
E-mail Sl et Wensite:

L/
e |
Neer o’
"'\-‘U.-"

Kepada
Nomor :aoadaialane Yth, Sdrc i

Stempel di -

B Kode Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBINONG

KELURAHAN HARAPAN JAYA
Jalan ............... srproosdiraan Kogde:Pas

Telepon............. Faks. ...
Eimails o YEDSIe L v s i

Kepada
MNomor ; 2 R b 4 P [ A

Stempel di -

o - Kode Pos |
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‘ G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.
1. BENTUK.

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang.

Contoh :

ORI o TR T TR v A

2. UKURAN.

Perbardingan ukuran huruf 3 : 4.

a. ukuran huruf * 3" untuk tulisan pemerintah kabupaien bogor.
b. ukuran huruf “ 4" untuk tulisan nama satuan kerja perangkat daerah,

3. BAHAN.

1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan
kebutuhan "daerah, misainya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain
sebagainya

2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat
atau dari bahan lain seperti ser.g/plat atau semen dan lain sebagainya.
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Contoh 1: Papan nama Kantor Elupati.

|
|
||

KANTOR BUPATI BOGOR

JAAN sasunmasanrmnirsssms Kode Pos.....
Telepon .......eeevenne B
Contoh 2 : Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
| BADAN PERIZINAN TERPADU
-1 | o Kode Pos.........
Telepon .. Faks

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan o, Kode Pos.....
TBIGRON s mnsamaisa Faks

..................

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

JARR covassmesasnsas Kode Pos: o
1 Felapon suaunauimssmiiinm FAkE . eomrserese




Cecntoh 4 : Papan nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa

|}_ — — P =
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN CIBINONG

JAAN i st mans Kode POS.....ccooeevvveeevinnnnn,
}l Telepon o o Fake.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBINONG
KELURAHAN HARAPAN JAYA

Jalan ..., Kode Pos.....
I Telepon ......... = | €=
. PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
| KECAMATAN CIOMAS
DESA MUSTIKA JAYA
Jalan ..o, K0de POSavveeeeeceiiinnn,
Telepon ....coveeeeveeveriinns 5= 5. oL R ——
Contoh 5.  Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek.
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR |
1. DINAS ..iciiies
2. BADAN ..........
3. KANTOR..... |I
JAN scasssnsssnaime s Kode Pos
Telepon uaaisinias. Faks




A. BENTUK.

Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk empat persegi panjang
dengan cua buah tiang yang berbentul segi empat

Contoh :
. E—7 - (=]

B. UKURAN.

1. Ukuran Papan.

a. Ukuran 100 x 200 cm untuk Papan Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah,

ri 1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
; 2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

i 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

" 4) Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.

i 5) Badan Lingkungan Hidup.

b. Ukuran 75 x 150 cm

: 1) Kantor Kepala Desa.

2) Kantor Lurah.

3) Mawi! Hansip Kecamatan.

4) Mawii Hansip Proyzk Vital.

9) Satgas Hansip Desa/Kelurahan,

6) Unit Kerja lain Dinas-Dinas Daerah.

C. BAHAN,

Bahan Papar Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan
daerah, misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya.

2. Ukuran Huiuf,
Perbandingan ukuran huruf 1 | 2.

a. ukuran huruf " 1" untuk tulisan Pemerintal; Kabupaten/Kota.
b. ukuran huruf “ 2" untuk tulisen nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.




D. CONTOA.

Contoh 1.

-

Contoh 2.

ibiis

KANTOR BUPATI B0GOR

ol NG Telepon oo,

CIBINONG

Kode Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

CIBINONG

i o AR 1 11,7 || (NN —

Kode FPos

Contoh 3.

—_—

JlL.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

CIBINONG

. No.......Telepon . ...................

Kode Pos

Contoh 4.

PEMERINTAH KABUPATEN BCGOR
BADAN PERIZINAN TERPADU

CIBINONG

Kode Pos
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Contoh &
FEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KANTOR ARSIF DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
| P v Moo Telepon o
CIBINONG
= Kode Pos
Contoh &
FPEMERINTAH KABUPATEN BO3OR
KECAMATAN DRAMAGA
o P R e e e 1 L Lot Bl =7 - s 1o o RO R R
DRAMAGA
Kode Pos
Contoh 12. BENTUK DAN I3 PAFPAN NAMA YANG TERLETAK SATU ATAP/
SATU KOMPLEK,
FEMERINTAH KABUFATEN BOGOR
i Mo, ... Telepon ...
CIBINONG
1 KANTOR ...
2. BADAN ... ..
3. DINAS ... ...
Kode Pos
Contoh 13.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN C'OMAS
KANTOR KEPALA DESA PADAGSUKA

Whosesimanmrnasomn NG s TIBRRN as:

CIOMAS
Kode Pos




.
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Contoh 14,

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIOMAS
DESA PADASUKA
SEKRETARIAT DESA

b e T PR Telepon . ..oooovvceian
CIOMAS

Kode Pos




